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MOTTO 

 

“Jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah.” 

- (Q.S Al-Insyirah: 05-06) 

 

“Jika aku menyerah sekarang, aku akan menyesalinya nanti” 

- (Monkey D.Luffy - ONE PICE) 

 

“Jika kamu tidak bisa membalas apa yang orang tuamu beri. maka janganlah 
kecewakan orang tuamu.” 

“Orang lain ga akan bisa faham masalah dan masa sulit nya kita yang mereka 
ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun 
tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga 

dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.” 

- (Chego)  
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ABSTRAK 
 

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA 
PERDAGANGAN ORANG BERMODUS SEKSUAL DI BENGKULU 

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2025/PN BGL) 
 

Oleh: 
Riki Caniago Putra 

 
Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan serius 
yang merugikan martabat dan kebebasan manusia, termasuk yang dilakukan 
dengan modus seksual. Modus ini sering memanfaatkan media sosial dan aplikasi 
daring untuk merekrut serta mengeksploitasi korban, yang umumnya berasal dari 
kelompok rentan secara ekonomi. Dalam konteks ini, peran kepolisian menjadi 
krusial untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. 
Penelitian ini mengangkat permasalahan: (1) Bagaimana peran kepolisian dalam 
menangani TPPO bermodus seksual pada Putusan No. 13/Pid.Sus/2025/PN Bgl, 
dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya. Tujuan 
penelitian adalah untuk menganalisis peran kepolisian dalam penanganan kasus 
tersebut dan mengidentifikasi hambatan beserta solusinya. Metode yang 
digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Subdit III 
Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu, sedangkan data sekunder berasal dari 
peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen putusan pengadilan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kepolisian berperan sejak tahap penyelidikan awal 
melalui teknik undercover buy, penangkapan pelaku beserta barang bukti, hingga 
identifikasi dan perlindungan korban dengan pendekatan victim-centered. Kendala 
yang dihadapi meliputi sulitnya mengamankan bukti digital, stigma masyarakat 
terhadap korban, keterbatasan sumber daya, dan tantangan pembuktian tanpa 
kekerasan fisik. Upaya yang dilakukan antara lain tindakan cepat pengamanan 
bukti, peningkatan patroli siber, edukasi publik, pelatihan aparat, dan koordinasi 
lintas sektor. 
 
Kata Kunci : Peran Kepolisian, Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, 
Modus Seksual. 
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ABSTRACT 

 
THE ROLE OF THE POLICE IN HANDLING SEXUAL EXPLOITATION 

BASED HUMAN TRAFFICKING IN BENGKULU (CASE STUDY OF 
COURT DECISION NO. 13/PID.SUS/2025/PN BGL) 

 
By: 

Riki Caniago Putra 
 

Human trafficking is a serious crime that violates human dignity and freedom, 
including those committed through sexual exploitation. This modus operandi often 
utilizes social media and online applications to recruit and exploit victims, most of 
whom come from economically vulnerable groups. In this context, the role of the 
police is crucial in prevention, law enforcement, and victim protection. This study 
examines the following issues: (1) How is the role of the police in handling sexual 
exploitation–based human trafficking in Decision No. 13/Pid.Sus/2025/PN Bgl, 
and (2) What obstacles are encountered and how are they resolved. The objective 
of this research is to analyze the role of the police in handling the case and to 
identify obstacles and their solutions. The research method used is empirical legal 
research with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained 
through interviews with members of the Sub-Directorate III of the Criminal 
Investigation Directorate (Jatanras) of the Bengkulu Regional Police, while 
secondary data were collected from laws and regulations, literature, and court 
decisions. The results indicate that the police play a role from the initial 
investigation stage using the undercover buy technique, to the arrest of the suspect 
along with the seizure of physical and digital evidence, and the identification and 
protection of victims using a victim-centered approach. Obstacles include 
difficulties in securing digital evidence, societal stigma against victims, limited 
resources, and challenges in proving exploitation without physical violence. 
Efforts made include swift action to secure evidence, strengthening cyber patrols, 
public education, officer training, and cross-sectoral coordination. 

Keywords: Police Role, Human Trafficking, Sexual Modus Operandi, Victim 
Protection.. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu 

bentuk kejahatan transnasional yang memiliki dampak besar terhadap hak 

asasi manusia, khususnya terhadap hak atas kebebasan, martabat, dan 

integritas tubuh. TPPO tidak hanya terjadi dalam konteks lintas negara, 

tetapi juga marak di dalam negeri dengan berbagai modus yang semakin 

tersembunyi1. Korban dari kejahatan ini umumnya berasal dari kelompok 

rentan, seperti perempuan dan anak-anak, yang dieksploitasi demi 

keuntungan ekonomi.  

Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, praktiknya masih menghadapi 

berbagai tantangan di tingkat implementasi. Penanganan di lapangan 

sering kali terbentur dengan persepsi masyarakat yang tidak mampu 

membedakan antara eksploitasi dan kesepakatan sukarela, serta 

keterbatasan kapasitas aparat dalam mengungkap jaringan perdagangan 

orang yang bekerja secara rapi dan terselubung2. 

Perkembangan teknologi komunikasi telah menambah dimensi 

baru dalam modus operandi kejahatan ini. Media sosial, aplikasi 

perpesanan instan, dan platform digital seperti MiChat, WhatsApp, dan 

lainnya digunakan sebagai sarana untuk merekrut, mengatur pertemuan, 
 

1 Adam Chazawi. Pelajaran Hukum Indonesia. (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020),hlm 24 
2 Anjari,W., & Kurniawan, TW. Hukum Pidana. (Banyumas: Lutfi Gilang, 2021), hlm 45. 
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serta menjalankan praktik eksploitasi seksual secara daring3. Dalam 

banyak kasus, praktik seperti “open BO” dan prostitusi online bukanlah 

semata-mata bentuk pekerjaan mandiri, melainkan bagian dari mekanisme 

eksploitasi yang disamarkan dalam bentuk kesepakatan. Open BO  

merupakan singkatan dari "open booking order", yang dalam praktiknya 

merujuk pada aktivitas menawarkan jasa prostitusi secara terselubung, 

terutama melalui media sosial, aplikasi chatting, atau platform online 

lainnya. Relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, dan posisi rentan sering 

dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengendalikan korban, sehingga secara 

hukum dapat dikualifikasikan sebagai TPPO. Hal ini menuntut aparat 

penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk memiliki kepekaan dalam 

membedakan secara cermat antara bentuk eksploitasi dan persetujuan 

semu. 

Dalam penegakan hukum, aparat kepolisian memiliki tanggung 

jawab besar dalam mencegah, menyelidiki, dan menindak pelaku TPPO, 

termasuk yang bermodus seksual. Kondisi semakin kompleks ketika aparat 

di lapangan harus merespons cepat informasi dari masyarakat, namun tetap 

memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan dengan 

menghormati hak asasi korban dan tidak mengkriminalisasi pihak yang 

sebenarnya menjadi korban eksploitasi4. Oleh karena itu, peran kepolisian 

 
3 Hatta Moh, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek, (Yogyakarta: Liberty, 
2012), hlm 24. 
4 A. Muchaddam Fahham. perdagangan Orang, Pencegahan, dan Perlindungan Korban, (P3DI 
Setjen RI dan Azza Grafika Anggota IKAPI, Jakarta, 2015), hlm 35. 
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tidak hanya sebatas represif, tetapi juga harus menyentuh sisi preventif dan 

restoratif, termasuk edukasi kepada masyarakat dan pemulihan korban. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Bengkulu, 

jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tahun 2024 

tercatat sebanyak 29 kasus. Sementara itu, pada tahun 2025 per-bulan 

Maret tercatat sebanyak 2 kasus TPPO, Salah satu contoh kasus TPPO 

yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri 

Bengkulu Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Bgl. Dalam kasus ini, Terdakwa 

Delta Afreza Utama terbukti memfasilitasi praktik hubungan seksual 

berbayar terhadap korban bernama Andela Dwi Saputri. Terdakwa 

menerima permintaan dari seorang laki-laki melalui pesan dari aplikasi 

WhatsApp, kemudian menawarkan korban, menentukan tarif, dan 

menerima pembayaran senilai Rp2.000.000. Transaksi tersebut dilakukan 

di sebuah hotel di Kota Bengkulu. Meski tidak terdapat unsur paksaan 

fisik, relasi ketergantungan, dan posisi rentan yang dialami korban cukup 

menjadi dasar hukum bahwa tindakan tersebut mengandung unsur 

eksploitasi seksual yang merupakan bagian dari TPPO. 

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menyatakan bahwa 

perbuatan Terdakwa melanggar beberapa ketentuan, yakni Pasal 296 

KUHP, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

TPPO, serta Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual. Vonis yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 1 

tahun dan 2 bulan. Dalam pertimbangan majelis hakim, yang menjadi 
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sorotan utama adalah peran aktif Terdakwa sebagai fasilitator yang 

memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut, serta adanya 

ketimpangan relasi ekonomi antara terdakwa dan korban. Hal ini 

menegaskan bahwa dalam konteks hukum, bentuk-bentuk eksploitasi tidak 

harus selalu mengandung unsur kekerasan fisik, melainkan dapat berupa 

relasi ekonomi dan dominasi sosial yang menguntungkan salah satu pihak. 

Keberhasilan aparat kepolisian dalam mengungkap dan membawa 

kasus ini ke meja hijau tidak dapat dilepaskan dari kinerja Tim Satgas 

TPPO Polda Bengkulu. Berdasarkan laporan masyarakat, penyelidikan 

segera dilakukan hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan di lokasi 

kejadian beserta barang bukti berupa alat komunikasi, uang hasil transaksi, 

serta keterangan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak 

hanya sebatas menindak pelaku setelah kejahatan terjadi, tetapi juga 

sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan merespons dinamika TPPO 

yang terus berkembang. 

Lebih dari itu, kasus ini menyoroti pentingnya peningkatan 

kapasitas kepolisian dalam menangani TPPO yang kini menggunakan 

platform digital dan teknologi informasi sebagai sarana utama. 

Penanganan kasus TPPO bermodus seksual memerlukan keterampilan 

investigasi digital, pendekatan berbasis korban (victim-centered approach), 

serta kerja sama lintas sektor dengan lembaga bantuan hukum, LPSK, dan 

dinas sosial. Kepolisian harus mampu memastikan bahwa korban tidak 
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diposisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai pihak yang harus dilindungi 

dan dipulihkan hak-haknya. 

Tantangan lain yang juga perlu diperhatikan adalah stigma sosial 

terhadap korban, yang sering kali menjadi hambatan dalam proses 

penyelidikan dan pemulihan. Dalam masyarakat, korban eksploitasi 

seksual sering kali tidak mendapatkan simpati, bahkan dipandang rendah 

atau disalahkan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum, 

termasuk kepolisian, untuk menjalankan tugas dengan pendekatan yang 

humanis, tidak hanya berdasarkan hukum formal tetapi juga 

mempertimbangkan konteks sosial budaya yang melingkupi korban. 

Melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis lebih dalam 

mengenai bagaimana peran kepolisian dalam menangani TPPO bermodus 

seksual, baik dari aspek hukum, operasional, maupun sosial. Fokus utama 

adalah pada strategi kepolisian dalam mengidentifikasi modus-modus baru 

TPPO, menindak pelaku secara adil, serta melindungi dan memulihkan 

korban secara utuh. Studi ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi 

kendala-kendala yang dihadapi aparat dalam menangani kasus TPPO di 

lapangan, serta merumuskan solusi strategis berbasis data lapangan dan 

putusan pengadilan. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga dalam 

praktik penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Di 

tengah semakin canggihnya cara kerja jaringan perdagangan orang, aparat 
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penegak hukum, khususnya kepolisian, dituntut untuk terus memperkuat 

kapasitas, meningkatkan sinergi lintas lembaga, dan menegakkan hukum 

dengan mengedepankan perlindungan terhadap martabat manusia. Melalui 

pendekatan yang menyeluruh dan berbasis kasus konkret, seperti perkara 

di Bengkulu ini, diharapkan upaya pemberantasan TPPO bermodus 

seksual dapat semakin efektif dan menjangkau akar permasalahan secara 

nyata. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran kepolisian dalam menangani tindak pidana 

perdagangan orang bermodus seksual pada putusan 

No.13/Pid.Sus/2025/PN Bgl? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam proses penanganan 

perkara tindak perdagangan orang bermodus seksual, dan upaya 

penyelesaiannya pada putusan No.13/Pid.Sus/2025/PN Bgl?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian dalam 

menangani tindak pidana perdagangan orang bermodus seksual pada 

putusan No.13/Pid.Sus/2025/PN Bgl. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian 

dalam proses penanganan perkara tindak perdagangan orang bermodus 

seksual, dan upaya penyelesaiannya pada putusan No.13/Pid.Sus 

/2025/PN Bgl. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah 

dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan 

penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil penelitian ini 

dapat memperkaya pemahaman mengenai peran kepolisian dalam 

menangani tindak pidana yang melibatkan pelanggaran terhadap 

martabat dan kebebasan korban. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

menjadi referensi dalam menganalisis pendekatan hukum yang tepat 

terhadap TPPO bermodus seksual, serta memperkuat perspektif victim-

centered dalam praktik penegakan hukum. 

2.  Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan 

pemahaman mendalam mengenai penanganan tindak pidana 

perdagangan orang bermodus seksual dari perspektif hukum 

pidana. Melalui penelitian ini, penulis juga memperoleh 

pengalaman langsung dalam menganalisis peraturan perundang-

undangan, studi kasus, serta praktik penegakan hukum oleh 

kepolisian, yang akan menjadi bekal penting dalam pengembangan 

kompetensi akademik dan profesional di bidang hukum.   

b. Bagi Masyarakat 
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Penelitian ini memberikan informasi yang bermanfaat 

untuk Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dan 

modus TPPO, serta pentingnya pelaporan kasus dan perlindungan 

korban dalam proses hukum.   

c. Bagi Pembuat Kebijakan 

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika 

tindak pidana perdagangan orang bermodus seksual. Temuan dalam 

penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat regulasi, 

meningkatkan koordinasi lintas lembaga, serta menyusun program 

perlindungan dan pemulihan korban yang lebih komprehensif dan 

berbasis pendekatan hak asasi manusia. 


